LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 08
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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2007
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a.Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

b.bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah
kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Kewenangan Daerah Kota Bandung sebaga Daerah
Otonom perlu diubah ;
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Mengingat
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c.bahwa brdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota

Bandung;

: 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Tengah/Barat Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);,

2.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 3041 jo. Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);
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5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo.
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3358);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4734);
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9.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989
Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA

BANDUNG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung;
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung.

5. Daerah otonom, selanjutnya disenut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus  fungsi-fungsi  tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
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